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ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi pihak yang
bertugas untuk melaksanakan penegakkan hukum di lingkungan masyarakat.
Ketika Polri mendapat pengaduan dari masyarakat yang menjadi korban dalam
suatu perkara pidana, Polri juga berkewajiban untuk menerima laporan tersebut
selaku lembaga yang memberi perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya.
Beberapa kasus yang pernah terjadi menunjukkan ketidak profesionalan Polri
dalam menangani laporan pengaduan perkara pidana yang diberikan oleh korban
yang ditolak karena dianggap kurang bukti. Dengan kata lain, penolakan polisi
terhadapan laporan pengaduan tindak pidana yang dilakukan masyarakat karena
kurang bukti merupakan ketidak profesionalan polisi dalam menangani laporan
pengaduan tindak pidana tersebut.

Tindak pidana aduan merupakan suatu delik yang merugikan hak
seseorang, yang hanya dapat diproses secara hukum jika orang yang dirugikan
tersebut membuat laporan kepada pihak kepolisian, sehingga peran serta
kepolisian dalam melindungi hak-hak masyarakat ketika mendapatkan kerugian
jiwa atau materi akibat terjadinya suatu kejahatan merupakan wujud adanya
perlindugan hukum terhadap korban tindak pidana. Hal tersebut tidak hanya
sebagai peran utama kepolisian dalam masyarakat, tetapi juga sebagai wujud
kedudukan atau statusnya di mata hukum sebagai institusi yang bertanggungjawab
atas tegaknya hukum di Indonesia. Oleh karena itu, perananan kepolisian untuk
melindungi hak korban tindak pidana akan sangat tergantung dari peran aktifnya
dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaku utama penjaga ketertiban umum di
mata hukum.

Membuat laporan kejadian tindak pidana tidak hanya menjadi hak korban,
tetapi juga menjadi kewajiban korban untuk membuat laporan terhadap kejadian
tindak pidana yang menimpanya. Penolakan polisi terhadap tindak pidana aduan
yang dilayangkan masyarakat dengan alasan “kurang bukti” sama halnya dengan
melakukan penyimpangan terhadap tugas dan wewenangnya sebagai anggota
POLRI. Oleh karena itu, ketika masyarakat menemukan ataupun merasakan
sendiri penolakan tindak pidana aduan yang dilaporkannya, masyarakat memiliki
beberapa opsi jika dilihat secara struktural proses pelaporan atau pengaduan
masyarakat terkait terjadinya tindak pidana atau sesuatu yang secara hukum dapat
dianggap sebagai tindakan melawan hukum, yaitu dengan datang kepada Propam,
Kompolnas atau Ombudsman.

Kata Kunci: Laporan, Tindak Pidana, Polisi
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ABSTRACT

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) is the party in charge of
implementing law enforcement in the community. When the Police receive a
complaint from the public who are victims of a criminal case, the Police are also
obliged to accept the report as an institution that provides legal protection for
every citizen. Several cases that have occurred show the unprofessionalism of the
Police in handling criminal case complaints submitted by victims who were
rejected because they were considered lacking evidence. In other words, the
police's refusal to report complaints of criminal acts committed by the public due
to lack of evidence constitutes the unprofessionalism of the police in handling
reports of complaints of criminal acts.

A complaint crime is an offense that harms a person’s rights, which can
only be processed legally if the injured person makes a report to the police. the
existence of legal protection for victims of criminal acts. This is not only the main
role of the police in society, but also as a manifestation of their position or status
in the eyes of the law as an institution that is responsible for upholding the law in
Indonesia. Therefore, the role of the police in protecting the rights of victims of
criminal acts will depend on their active role in carrying out their duties as the
main actors in maintaining public order in the eyes of the law.

Making reports of criminal acts is not only the right of the victim, but also
the obligation of the victim to make a report on the incident of the crime that
happened to him. The police's refusal of criminal complaints filed by the public on
the grounds of "lack of evidence™ is the same as deviating from their duties and
authorities as members of the POLRI. Therefore, when the community finds or
feels for themselves the rejection of the criminal act they report, the community
has several options when viewed structurally from the reporting process or public
complaints related to the occurrence of a criminal act or something that legally
can be considered as an act against the law, namely by coming to the court.
Propam, Kompolnas or Ombudsman.

Keywords:Reports, Crime, Police
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